
 

 

 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 

NOMOR : 23 TAHUN 2014 

TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARAWANG, 

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan 

daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Karawang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Karawang. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 

2008 tetang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 

Nomor 2 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG. 

 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang terdiri 

atas prinsip-prinsip spesifik, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
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Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan.   

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi Pemerintah disusun berdasarkan 

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Karawang yang mengacu pada Kerangka 

Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH 

Pasal 3 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam   Pasal 1 terdiri dari: 

1. Lampiran I : Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Karawang 

mengatur tentang konsep-konsep yang 

menjadi dasar pengaturan penyusunan 

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Karawang yang mempunyai fungsi sebagai 

acuan penyusunan laporan keuangan, 

pemeriksaan dan para pengguna laporan 

keuangan dalam menafsirkan informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan. 

2. Lampiran II : Kebijakan Akuntansi Pelaporan 

Keuangan mengatur tentang penyajian 

laporan keuangan untuk tujuan umum 

(general purpose financial statements) 

dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan baik 

terhadap anggaran, antar periode, maupun 

antar entitas.  

3. Lampiran III : Kebijakan Akuntansi Pendapatan, terbagi 

kedalam dua bagian yaitu Pendapatan 

Laporan Operasional (LO) yang mengatur 

tentang dasar-dasar penyajian pendapatan 

dalam Laporan Operasional untuk 

pemerintah daerah dalam rangka 

memenuhi tujuan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan dan Pendapatan 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang 

mengatur tentang dasar-dasar penyajian 

realisasi dan anggaran pendapatan pada 

entitas pelaporan dalam rangka memenuhi 
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tujuan akuntabilitas sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

4. Lampiran IV : Kebijakan Akuntansi Beban, mengatur 

tentang mengatur perlakuan akuntansi 

atas beban yang meliputi pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan 

pengungkapannya dalam penyusunan 

Laporan Keuangan pemerintah daerah. 

5. Lampiran V : Kebijakan Akuntansi Belanja, mengatur 

tentang perlakuan akuntansi atas belanja 

yang meliputi pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapannya dalam 

penyusunan Laporan Keuangan 

pemerintah daerah. 

6. Lampiran VI : Kebijakan Akuntansi Transfer, mengatur 

tentang perlakuan akuntansi atas transfer 

dan informasi lainnya dalam rangka 

memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

7. Lampiran VII : Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, 

mengatur tentang transaksi keuangan 

pemerintah, baik penerimaan maupun 

pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan 

diterima kembali, yang dalam 

penganggaran pemerintah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit dan 

atau memanfaatkan surplus anggaran. 

8. Lampiran VIII : Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara 

Kas, mengatur perlakuan akuntansi untuk 

kas dan setara kas dan informasi lainnya 

yang dianggap perlu disajikan dalam 

laporan keuangan. 

9. Lampiran IX : Kebijakan Akuntansi Piutang, mengatur 

perlakuan akuntansi untuk piutang dan 

informasi lainnya yang dianggap perlu 

disajikan dalam laporan keuangan. 

10. Lampiran X : Kebijakan Akuntansi Persediaan, 

mengatur perlakuan akuntansi persediaan 

yang dianggap perlu disajikan dalam 

laporan keuangan. 

11. Lampiran XI : Kebijakan Akuntansi Investasi, mengatur 

perlakuan akuntansi untuk investasi dan 

informasi lainnya yang dianggap perlu 

disajikan dalam laporan keuangan. 
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12. Lampiran XII : Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, 

mengatur perlakuan akuntansi untuk aset 

tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai 

tercatat, serta penentuan dan perlakuan 

akuntansi atas penilaian kembali dan 

penurunan nilai tercatat aset tetap. 

13. Lampiran XIII : Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam 

Pengerjaan mengatur perlakuan 

akuntansi untuk konstruksi dalam 

pengerjaan meliputi pengakuan, 

penentuan nilai tercatat, serta penentuan 

dan perlakuan akuntansi atas penilaian 

kembali dan penurunan nilai tercatat 

konstruksi dalam pengerjaan. 

14. Lampiran XIV : Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 

mengatur perlakuan akuntansi atas dana 

cadangan yang meliputi pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan 

pengungkapannya dalam penyusunan 

Laporan Keuangan pemerintah daerah 

15. Lampiran XV : Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 

mengatur perlakuan akuntansi atas aset 

lainnya yang mencakup pengakuan, 

pengukuran dan penilaian, serta 

pengungkapannya dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

16. Lampiran XVI : Kebijakan Akuntansi Kewajiban 

mengatur perlakuan akuntansi kewajiban 

meliputi saat pengakuan, penentuan nilai 

tercatat dan biaya pinjaman yang 

dibebankan terhadap kewajiban tersebut. 

17. Lampiran XVII : Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, 
Perubahan Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan 
Operasi Yang Tidak Dilanjutkan 
mengatur perlakuan akuntansi atas 
koreksi kesalahan, perubahan kebijakan 
akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, 
dan operasi yang tidak dilanjutkan. 

Pasal 4 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

(1) Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilaksanakan mulai Tahun 2015. 

(2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu 
kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku 
pada pemerintah daerah. 

 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. 

 

      Ditetapkan di Karawang 

pada tanggal 30 Mei 2014 

 BUPATI KARAWANG, 

 

 

ttd 

ADE SWARA 

Diundangkan di Karawang 

pada tanggal  30 Mei 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

KARAWANG, 

 

ttd 

 

TEDDY RUSFENDI SUTISNA 

 

   

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

TAHUN :    2014       NOMOR :     23    . 


